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KATA PENGANTAR 

 

Alhamdulillah, segala puji dan syukur penulis panjatkan 

kehadirat Allah SWT atas semua nikmat dan karuniah-Nya 

sehingga buku ini selesai disXVXQ��%XNX�\DQJ�EHUMXGXO�´3HQGLGLNDQ�

Kewarganegaraan: Upaya Membangkitkan Semangat Nasionalisme 

dan Cinta Tanah Air di Kalangan Mahasiswaµ�LQL�PHUXSDNDQ�EXNX�

sederhana yang bisa dijadikan sebagai referensi, pegangan atau 

pedoman bagi dosen, guru, dan mahasiswa dalam dalam upaya 

membangkitkan semangat nasionalisme, cinta tanah air dan bela 

negara dikalangan mahasiswa. Pengupasan materi Pendidikan 

Kewarganegaraan yang mendalam disertai dengan contoh-contoh 

penerapan menjadikan buku ini memiliki fokus pengembangan 

yang sangat spesifik, sehingga para pembaca akan mudah untuk 

memahami isi yang dimaksud oleh penulis. 

Berdasarkan Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi 

Nomor 84/E/KPT/2020, Kewarganegaraan sebagai Mata Kuliah 

Wajib pada Kurikulum Pendidikan Tinggi yang memiliki posisi 

strategis dalam melakukan transmisi pengetahuan dan 

transformasi sikap serta perilaku mahasiswa (masyarakat) 

Indonesia melalui proses pembelajaran. Dalam upaya 

meningkatkan mutu lulusan dan pembentukan karakter bangsa 

perlu dilakukan peningkatan dan perbaikan materi yang dinamis 

mengikuti perkembangan yang senantiasa dilakukan secara terus-

menerus, dan dimutakhirkan sesuai dengan dinamika kebutuhan 

dan perubahan zaman, serta semangat bela negara. 

Penerapan Kurikulum Pendidikan Tinggi sesuai Standar 

Nasional Pendidikan Tinggi dan mengacu kerangka Kualifikasi 

Nasional Indonesia (KKNI), ditindaklanjuti dengan penulisan buku 

yang dapat dijadikan sumber aktivitas pembelajaran Mata Kuliah 

Wajib Kurikulum (MKWK) dalam rangka mendidik lulusan yang 

berkarakter bangsa Indonesia. Pokok bahasan dalam buku ini 

sengaja disajikan dengan pendekatan aktivitas pembelajaran 

berpusat pada mahasiswa (student centered learning). Pembelajaran 

yang diselenggarakan merupakan proses yang mendidik melalui 

proses berpikir kritis, analitis, induktif, deduktif, reflektif serta 
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memicu high order thinking melalui dialog kreatif partisipatori untuk 

memcapai pemahaman tentang kebenaran substansi dasar kajian, 

berkarya nyata dan menumbuhkan motivasi belajar sepanjang 

hayat sejalan dengan konsep General Education.   

Buku Pendidikan Kewarganegaraan ini terdiri atas sembilan 

Bab yang disesuaikan dengan Keputusan Direktur Jenderal 

Pendidikan Tinggi Nomor 84/E/KPT/2020 tentang Pedoman 

Pelaksanaan Mata Kuliah Wajib pada Kurikulum Pendidikan 

Tinggi, yaitu: Bab I Pengantar Pendidikan Kewarganegaraan, Bab II 

Identitas Nasional, Bab III Integrasi Nasional, Bab IV Konstitusi di 

Indonesia dan Rule of Law; Bab V Hak dan Kewajiban Warga 

Negara, Bab VI Dinamika Demokrasi di Indonesia, Bab VII 

Penegakan Hukum di Indonesia, Bab VIII Wawasan Nusantara, Bab 

IX Ketahanan Nasional, dan Bab X Bela Negara.  

Penulis menyadari apabila dalam penyusunan buku ini 

terdapat kekurangan atau ketidaklengkapan, tetapi penulis 

meyakini sepenuhnya bahwa sekecil apapun buku ini tetap 

memberikan manfaat bagi para pendidik, calon pendidik, serta 

mahasiswa baik kependidikan maupun non kependidikan guna 

pengembangan ilmu dan peningkatan SDM yang berkualitas. Akhir 

kata guna penyempurnaan buku ini kritik dan saran dari pembaca 

sangat penulis nantikan dan kepada penerbit yang telah bersediah 

menerbitkan buku ini, tak lupa kami ucapkan terima kasih. 

Penulis juga menyampaikan permohonan maaf atas segala 

kelemahan-kelemahan yang dijumpai di dalam buku ini. Mudah-

mudahan saran dan kritik yang diberikan dapat menjadi bahan 

perbaikan bagi penulis dan menjadi amal kebaikan di sisi Allah 

SWT. Semoga kehadiran Buku ini dapat memperlancar perkuliahan 

Pendidikan Kewarganegaraan di Perguruan Tinggi. Akhirnya 

penulis berharap agar buku ini dapat digunakan sebagaimana 

mestinya dan semoga buku ini memiliki manfaat khususnya dalam 

pendidikan. Semoga Allah SWT meridhoi. Amiin. 

 

Kendari,    Mei 2023 

Penulis 
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1 

 

 

A. Sejarah Pendidikan Kewarganegaraan di Perguruan Tinggi 

Pendidikan kewarganegaraan sebagai mata kuliah yang 

wajib dimasukkan dalam kurikulum pendidikan tinggi 

merupakan pengganti mata kuliah Pendidikan Kewiraan yang 

dalam kurikulum di perguruan tinggi pertama kali digunakan 

berdasarkan Keputusan Bersama Mendikbud dan Menhankam 

Nomor 022/U/1973 dan Kep/B/43/XII/1973, tanggal 8 

Desember 1973 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Kewiraan 

dan Perwira Cadangan di Lingkungan Perguruan Tinggi.  

Mata kuliah Pendidikan Kewiraan baru berjalan efektif 

sebagai mata kuliah wajib di perguruan tinggi pada tahun ajaran 

1974/1975 berdasarkan Keputusan Menteri Pendidikan dan 

Kebudayaan Nomor 0228/U/1974, tanggal 2 Oktober 1974, 

dengan materi pokok: (1) Wawasan Nusantara, (2) Ketahanan 

Nasional, (3) Politik Nasional dan Strategi Nasional (Polstranas), 

(4) Politik Strategi Pertahanan Keamanan Nasional, dan (5) 

Sistem Pertahanan Keamanan Rakyat Semesta/Sistem 

Hankamrata. Diberikan kepada mahasiswa dengan tujuan 

untuk membentuk Sarjana Indonesia yang: (a) mencintai tanah 

air, (b) memiliki kesadaran berbangsa dan bernegara Indonesia, 

(c) memiliki keyakinan ideologi Pancasila sebagai dasar negara 

Indonesia, (d) rela berkorban untuk Negara dan bangsa 

Indonesia (Chaidir Basrie, 2003). 

Penyelenggaraan Pendidikan Kewiraan terus diperkuat 

dengan keluarnya Surat Keputusan Bersama Mendikbud dan 

Menhankam Nomor 061/U/1985 dan Nomor Kep/002/II/1985, 

PENGANTAR 
PENDIDIKAN 

KEWARGANEGARAAN 
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A. Pengertian Identitas Nasional  

Istilah identitas nasional (national identity) berasal dari kata 

identitas dan nasional. Identitas (identity) secara harfiah berarti 

ciri-ciri, tanda-tanda atau jati diri yang melekat pada seseorang 

atau sesuatu yang membedakannya dengan yang lain (ICCE, 

2005). Sedangkan kata nasional (national) merupakan identitas 

yang melekat pada kelompok-kelompok yang lebih besar yang 

diikat oleh kesamaan-kesamaan, baik fisik seperti budaya, 

agama, bahasa maupun non fisik seperti keinginan, cita-cita dan 

tujuan. Istilah identitas nasional atau identitas bangsa 

melahirkan tindakan kelompok (collective action yang diberi 

atribut nasional) yang diwujudkan dalam bentuk-bentuk 

organisasi atau pergerakan-pergerakan yang diberi atribut-

atribut nasional (ICCE, 2005). 

Menurut Kaelan (2007), identitas nasional pada 

hakikatnya adalah manisfestasi nilai-nilai budaya yang tumbuh 

dan berkembang dalam aspek kehidupan satu bangsa (nation) 

dengan ciri-ciri khas, dan dengan ciri-ciri yang khas tadi suatu 

bangsa berbeda dengan bangsa lain dalam kehidupannya. Nilai-

nilai budaya yang berada dalam sebagian besar masyarakat 

dalam suatu negara dan tercermin di dalam identitas nasional 

bukanlah barang jadi yang sudah selesai dalam kebekuan 

normatif dan dogmatis, melainkan sesuatu yang terbuka yang 

cenderung terus menerus berkembang karena hasrat menuju 

kemajuan yang dimiliki oleh masyarakat pendukungnya. 

Implikasinya adalah bahwa identitas nasional merupakan 

IDENTITAS 
NASIONAL 
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A. Pengertian Integrasi Nasional  

Indonesia merupakan salah satu negara kepulauan 

terbesar di dunia, yang didalamnya terdapat sebuah perbedaan 

ras, suku, bahasa, maupun agama. Untuk menjaga persatuan 

dan kesatuan bangsa ditengah banyaknya perbedaan tersebut, 

maka diperlukan suatu integrasi nasional yang berpedoman 

pada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. 

Integrasi berasal dari EDQJVD� LQJJULV� ´integrationµ� \DQJ�

berarti kesempurnaan atau keseluruhan. Kata tersebut berasal 

dari bahasa latin yaitu integer, yang berarti utuh atau 

menyeluruh. Berdasarkan arti etimologis tersebut, dapat 

disimpulkan bahwa integrasi adalah pembauran hingga menjadi 

kesatuan yang utuh atau bulat. Sedangkan nation, berarti bangsa 

sebagai bentuk persekutuan yang terdiri dari dari sekelompok 

orang dengan latar belakang yang berbeda. 

Menurut Kamus Besar Bangsa Indonesia (KBBI), integrasi 

memiliki arti pembauran sampai menjadi satu kesatuan yang 

bulat dan utuh. Sedangkan arti dari kata nasional berarti bangsa. 

Jadi, integrasi nasional adalah proses persatuan wilayah yang di 

dalamnya terdapat sebuah perbedaan. Lebih lanjut menurut 

Saafroedin Bahar (1996), integrasi nasional berarti menyatukan 

seluruh unsur suatu bangsa dengan pemerintah dan 

wilayahnya. Sedangkan menurut Khurana (2010), integrasi 

nasional merupakan kesadaran identitas bersama di antara 

warga negara. Artinya, meskipun memiliki kasta, agama, dan 

INTEGRASI 
NASIONAL 
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A. Konstitusi  

1. Pengertian Konstitusi 

Istilah konstitusi dikenal dalam sejumlah bahasa, 

misalnya dalam Bahasa Prancis dikenal dengan istilah 

constituer, dalam bahasa Latin/Italia digunakan istilah 

constitutio, dalam Bahasa Inggris digunakan istilah 

constitution, dalam bahasa Belanda digunakan istilah 

constitutie, dalam bahasa Jerman dikenal dengan istilah 

verfassung, sedangkan dalam Bahasa Arab digunakan istilah 

masyrutiyah (Riyanto, 2009). Constituer (Bahasa Prancis) 

berarti membentuk, pembentukan. Yang dimaksud dengan 

membentuk disini adalah membentuk suatu negara. 

Kontitusi mengandung permulaan dari segala peraturan 

mengenai suatu negara atau dengan kata lain bahwa 

konstitusi mengandung permulaan dari segala peraturan 

mengenai negara (Prodjodikoro, 1970), pembentukan suatu 

negara atau menyusun dan menyatakan suatu negara (Lubis, 

1976), dan sebagai peraturan dasar mengenai pembentukan 

negara (Mahfud MD, 2001). 

Konstitusi adalah hukum dasar yang dijadikan 

pegangan dalam penyelenggaraan suatu negara. Konstitusi 

dapat berupa hukum dasar tertulis yang lazim disebut 

Undang-Undang Dasar, dapat pula tidak tertulis. Dalam 

konteks institusi negara, konstitusi bermakna permakluman 

tertinggi yang menetapkan antara lain pemegang kedaulatan 

tertinggi, struktur negara, bentuk negara, bentuk 

KONSTITUSI 
DI INDONESIA 
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A. Warga Negara dan Penduduk  

Pada dimensi hukum, warga negara adalah subjek hukum 

dalam suatu organisasi yang disebut negara. Artinya dia adalah 

pendukung hak dan kewajiban dalam kehidupan bernegara. Di 

sini menunjukkan bahwa warga negara menunjuk pada orang-

orang yamg tinggal di suatu negara yang mempunyai hubungan 

hukum (ikatan hukum) dengan  pemerintah negara. Karena itu, 

warga negara merupakan bagian dari penduduk suatu negara. 

Menurut AS Hikam, warga negara yang merupakan terjemahan 

dari citizenship, adalah anggota dari sebuah kemunitas yang 

membentuk negara itu sendiri (Tim ICCE UIN Jakarta, 2003). 

Warga negaramenunjukkan keanggotaan seseorang dari 

institusi politik yang namanya negara. 

Warga negara secara sederhana diartikan sebagai anggota 

dari suatu negara. Dengan memiliki status sebagai warga 

negara, orang  memiliki hubungan dengan negaranya. 

Hubungan itu nantinya tercermin dalam hak dan kewajiban. 

Warga negara perlu diberdayakan, sebab ia mempunyai 

peranan strategis dalam bidang kehidupan apa pun. Bahkan, 

maju mundurnya suatu negara, tertib atau kacaunya suatu 

negara, aman rusuhnya suatu negara dan lain-lain sangat 

tergantung pada kualitas warga negaranya. 

Di Indonesia, istilah warga negara sesuai dengan UUD 

NRI Tahun 1945, Pasal 26, adalah orang bangsa Indonesia asli 

dan bangsa lain yang disahkan dengan undang-undang sebagai 

warga negara. Dalam pasal ini dinyatakan bahwa orang-orang 

HAK DAN 
KEWAJIBAN 

WARGA NEGARA 
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A. Konsep Demokrasi  

Sejalan dengan makin mendunianya demokrasi, 

pemikiran tentang demokrasi (menyangkut pendefinisian dan 

pembagian bentuk) pun kian berkembang. Demokrasi juga 

merupakan sebuah istilah yang sangat populer, istilah yang 

selalu didambakan semua orang, terutama yang mempunyai 

kesadaran politik untuk diwujudkan dalan kehidupan sehari-

hari. Mereka percaya bahwa demokrasi akan lebih banyak 

membawa kemaslahatan manusia ketimbang implikasi 

negatifnya. 

Menurut kamus, demokrasi adalah pemerintahan oleh 

rakyat di mana kekuasaan tertinggi berada di tangan rakyat dan 

dijalankan langsung oleh mereka atau oleh wakil-wakil yang 

mereka pilih di bawah sistem pemilihan bebas. Demokrasi oleh 

Abraham Lincoln didefenisikan secara sederhana dan populer, 

\DLWX�SHPHULQWDKDQ�´GDUL�UDN\DW��ROHK�UDN\DW�GDQ�XQWXN�UDN\DWµ��

mengandung arti bahwa dalam negara demokrasi, rakyatlah 

yang memiliki dan mengendalikan kekuasaan, dan kekuasaan 

itu dijalankan adalah demi kepentingan rakyat  (United States 

Information Agency).   

Demokrasi menurut asal kata berarWL� µUDN\DW� \DQJ�

EHUNXDVDµ�DWDX�government or rule by the people. Demokrasi berasal 

GDUL� EDKDVD� <XQDQL� µGHPRVµ EHUDUWL� µUDN\DWµ�� kratos/kratein 

EHUDUWL� µNHNXDVDDQµ�µEHUNXDVDµ� �%XGLDUGMR�� ������� $WDX��

pemerintahan ada karena rakyat ada; yang memerintah adalah 

rakyat; dan tujuan adanya pemerintahan itu pun untuk rakyat. 

DINAMIKA 
DEMOKRASI DI 

INDONESIA 
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A. Definisi Hukum 

1. Pengertian Hukum 

Hukum memiliki banyak dimensi dan segi, sehingga 

tidak mungkin memberikan definisi hukum yang sungguh-

sungguh dapat memadai kenyataan. Definisi tentang hukum 

menurut L.J. Van Apeldoorn sangat sulit untuk dibuat, 

karena tidak mungkin untuk mengadakannya yang sesuai 

dengan kenyataan. Walaupun tidak ada definisi yang 

sempurna mengenai pengertian hukum, definisi dari 

beberapa sarjana tetap digunakan yakni sebagai pedoman 

dan batasan melakukan kajian terhadap hukum. Meskipun 

tidak mungkin diadakan suatu batasan yang lengkap 

tentang apa itu hukum, namum Utrecht telah mencoba 

membuat suatu batasan yang dimaksud sebagai pegangan 

bagi orang yang hendak mempelajari ilmu hukum. 

Menurut Utrecht (Satjipto Raharjo, 2005), hukum adalah 

himpunan peraturan- peraturan (perintah-perintah dan 

larangan-larangan) yang mengurus tata tertib suatu 

masyarakat dan oleh karena itu harus ditaati oleh masyarakat 

itu.  

Hans Kelsen (-LPO\�$VVKLGLTLH� GDQ�$OL� 6DID·DW� 2006) 

mengartikan hukum adalah tata aturan (rule) sebagai suatu 

sistem aturan-aturan (rules) tentang perilaku manusia. 

Dengan demikian hukum tidak menumpuk pada satu aturan 

tunggal (rule) tetapi separangkat aturan (rules) yeng memiliki 

satu kesatuan sehingga dapat dipahami sebagai suatu sistem, 

PENEGAKAN 
HUKUM DI 
INDONESIA 
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A. Terbentuknya Wawasan Nasional  

Cara bagaimana suatu bangsa memandang tanah air 

beserta lingkungannya menghasilkan wawasan nasional. 

Wawasan nasional ini selanjutnya menjadi pandangan atau visi 

bangsa dalam mencapai tujuan nasionalnya. Wawasan nasional 

itu harus mampu memberikan inspirasi pada suatu bangsa 

dalam menghadapi berbagai hambatan dan tantangan yang 

ditimbulkan oleh lingkungan strategi dan dalam mengejar 

kejayaannya. 

Wawasan nasional suatu bangsa dibentuk dan dijiwai oleh 

paham kekuasaan dan geopolitik yang dianutnya. Di bawah ini 

disajikan bagan bagaimana proses terbentuknya wawasan 

nasional suatu bangsa, yaitu: 

 
Gambar 8.1. Proses Terbentuknya Wawasan Nasional 

Sumber: Chaidir Basri (1995) 

WAWASAN 
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A. Konsepsi Ketahanan Nasional  

Konsepsi ketahanan nasional sendiri mengandung unsur 

esensial berupa keuletan dan ketangguhan. Konsepsi ini telah 

diterapkan oleh bangsa Indonesia sejak masa lampau dan 

penerapannya sekarang disesuaikan dengan tuntutan dan 

tantangan zaman.  Dalam rangka menjamin eksistensi bangsa 

dan negara di masa kini dan di masa yang akan datang, bangsa 

Indonesia harus tetap memiliki keuletan dan ketangguhan yang 

perlu dibina secara konsisten dan berkelanjutan.Konsepsi 

ketahanan nasional memiliki latar belakang sejarah 

kelahirannya di Indonesia. Gagasan tentang ketahanan nasional 

bermula pada awal tahun 1960-an pada kalangan militer 

angkatan darat di SSKAD yang sekarang bernama SESKOAD 

(Sunardi, 1997). Masa itu adalah sedang meluasnya pengaruh 

komunisme yang berasal dari Uni Sovyet dan Cina. Pengaruh 

komunisme menjalar sampai kawasan Indo Cina sehingga satu 

persatu kawasan Indo-Cina menjadi negara komunis seperti 

Laos, Vietnam, dan Kamboja. Bahkan, infiltrasi komunis mulai 

masuk ke Thailand, Malaysia, dan Singapura. Akankah efek 

domino itu akan terus ke Indonesia? 

Concern atas fenomena tersebut mempengaruhi para 

pemikir militer di SSKAD. Mereka mengadakan pengamatan 

atas kejadian tersebut, yaitu tidak adanya perlawanan yang 

gigih dan ulet di Indo Cina dalam menghadapi ekspansi 

komunis. Bila dibandibandingkan dengan Indonesia, kekuatan 

apa yang dimiliki bangsa ini, sehingga mampu menghadapi 

KETAHANAN 
NASIONAL 
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A. Esensi Bela Negara dalam Pertahanan Negara   

Kesadaran bela negara telah diamanatkan dalam Pasal 27 

ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 

Tahun 1945 yang berbunyi ´6HWLDS warga negara Berhak dan 

Wajib ikut serta dalam upaya pembelaan negara. Selanjutnya 

dalam Pasal 30 ayat (1) Undang- Undang Dasar Negara Republik 

Indonesia Tahun 1945, EHUEXQ\L� ´7LDS-tiap Warga negara 

berhak dan wajib ikut serta dalam usaha pertahanan dan 

NHDPDQDQ�QHJDUDµ��Penjabaran lebih lanjut tentang pembelaan 

negara tertuang dalam Undang-Undang Republik Indonesia 

Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara Pasal 9, yang 

menyebutkan bahwa bela negara adalah sikap dan perilaku 

warga negara yang dijiwai oleh kecintaannya kepada NKRI yang 

berdasarkan Pancasila dan UUD 1945 dalam menjamin 

kelangsungan hidup bangsa dan negara. Sikap dan perilaku 

tersebut tidak begitu saja muncul menjadi kesadaran setiap warga 

negara sejak lahir, sehingga perlu ditumbuhkembangkan sejak 

dini serta senantiasa dipelihara dan dikembangkan secara 

berkesinambungan melalui pembinaan kesadaran bela negara.  

Hakikat pembinaan kesadaran bela negara adalah upaya 

untuk membangun karakter bangsa Indonesia yang memiliki 

jiwa nasionalisme dan patriotisme serta memiliki ketahanan 

nasional yang tangguh guna menjamin tetap tegaknya NKRI 

yang berdasarkan Pancasila dan UUD 1945 dan terpeliharanya 

pelaksanaan pembangunan nasional dalam mencapai tujuan 

nasional.  

BELA NEGARA 
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